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ABSTRAK

ANDIKA JATI ZOHELLA, 1763001012

ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA
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Kata Kunci: analisis, belanja hibah, implementasi kebijakan, keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab belum optimalnya pengelolaan belanja
hibah di Provinsi DKI Jakarta dengan cara menggabungkan antara faktor implementasi
kebijakan publik yaitu [1] komunikasi, [2] sumber daya, [3] disposisi dan [4] struktur birokrasi
dan tahapan pengelolaan belanja hibah yaitu [1] perencanaan, [2] pelaksanaan dan [3]
pelaporan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
terhadap 3 informan kunci penerima belanja hibah yaitu [1] lembaga dan organisasi keagamaan
besar yang terlambat menyampaikan laporan, [2] rumah ibadah yang belum menyampaikan
laporan dan [3] lembaga keagamaan kecil yang tidak mencairkan belanja hibah serta 4
informan kunci lainnya sebagai pengelola belanja hibah yang terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota
tim, disamping itu data diperoleh dari telaah dokumen laporan keuangan belanja hibah. Untuk
memastikan data yang disajikan kredibel dan valid dilakukan triangulasi sumber dan teknik
sehingga pengungkapan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Temuan dari penelitian mengungkap bahwa belanja hibah tidak optimal disebabkan
pertama masih ditemukan ketidakjelasan, ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan
penyampaian informasi sehingga sebagian masyarakat belum memahami informasi dan
muncul miskomunikasi. Kedua minimnya dukungan sumber daya pengelola belanja hibah
yang cukup dan cakap. Ketiga lemahnya komitmen menyampaikan laporan disebabkan
pelaksanaan monev yang tidak terukur dan tanpa feedback. Dan keempat masih ditemukan
kesulitan koordinasi antar organisasi sehingga mengakibatkan kegagalan komunikasi dan
implementasi di setiap tahapan.

Saran yang dapat dilakukan adalah pertama penguatan komunikasi pra perencanaan dan
pasca perencanaan, kedua meyakinkan TAPD dan DPRD dalam merealisasikan dukungan
sumber daya, ketiga menguatkan disposisi melalui fungsi monev yang disertai feedback, dan
keempat penyederhanaan pengelolaan belanja hibah pada satu perangkat daerah.
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ABSTRACT

ANDIKA JATI ZOHELLA, 1763001012

ANALYSIS OF GRANT SPENDING MANAGEMENT IN DKI JAKARTA PROVINCE
111 pages, 5 chapter, xii, 17 tables, 6 pictures, 9 attachments

Bibliography 42: 16 books, 9 journals dan articles, 7 other resources (1980-2020) and 10
laws and regulations.

Keywords: analysis, grant spending, policy implementation, state finance.

This research aims to explore the causes of the less-optimal grant spending management
in DK Jakarta Province through analysis of public policy implementation factors, namely [1]
communication, [2] resources, [3] disposition and [4] bureaucratic structure and stages of [1]
planning, [2] implementation and [3] reporting.

The method used in this research is a qualitative. The data collection was conducted by
interviews with 3 key informants who received grant expenditures, namely [1] big scale-
religious institutions and organizations that were late in submitting reports, [2] houses of
worship that had not submitted reports, and [3] small religious institutions that did not disburse
grant expenditures, also 4 other key informants as grant spending managers consisting of 1
chairman and 3 team members. In addition, the data was obtained from document review report
of the grant’s financial expenditures. To ensure data credibility and validity, the writer used
triangulation of sources and techniques so that the disclosure of the results of study can be
accounted scientifically.

The findings from the research reveal that grant spending management is somehow less
optimal because some reasons. First, there were still found obscurity, inaccuracies and
inconsistencies in the delivery of information so that some people did not understand
information and caused missed-communication. Second, the lack of support for sufficient and
capable grant management resources. Third, there was a weak commitment to delivering the
report due to the immeasurable implementation of monitoring and evaluation without feedback
requirement. Fourth, there were still found difficulties in managing coordination between
organizations, resulting failures on communication and implementation at every level.

Suggestions are intended firstly to strengthen the communication of the pre-planning and
post planning. Secondly, to convince the local government budget team (TAPD) and the House
of Representatives at Regional Government (DPRD) in the realization of the supporting
resources. Thirdly, to strengthen the disposition through monitoring and evaluation supported
by feedback, and fourth, to simplify the management of the expenditure of the grant on the
regional government’s organizations.
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Kedudukan belanja hibah dalam keuangan negara merupakan bagian
pelaksanaan otonomi daerah khususnya kewenangan dalam mengelola APBD
yang mencerminkan rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama
eksekutif dan legislatif. Pada kontek ini, belanja hibah bagian dari ilmu keuangan
negara atau ekonomi publik yang menganalisis peranan pemerintah dalam
perekonomian yang berkaitan dengan kesejahteraan publik sehingga ruang
lingkup bahasan dan analisisnya meliputi proses pengelolaan yang dituangkan
dalam kebijakan daerah.

Dalam perencanaan belanja hibah ada 2 masalah yang kerap didiskusikan,
yaitu pertama, output belanja hibah tidak dapat diukur karena masuk dalam
kelompok belanja tidak langsung serta masuk dalam Kklasifikasi belanja
operasional yang menghasilkan biaya dengan manfaat belanja kurang dari 1 tahun.
Menurut Suwanda (2014, p. 102) bahwa “pada pengelompokan belanja tidak
langsung hanya akan ada bentuk belanjanya saja, uang dikeluarkan tanpa adanya
input dari pelaksanaan, padahal dalam akuntansi setiap uang yang dikeluarkan
harus menghasilkan output”. Kedua, perencanaan belanja hibah yang dipengaruhi
kepentingan tokoh politik karena legislatif memiliki akses dalam perencanaan

APBD. Intervensi yang dilakukan dengan cara memprioritaskan belanja hibah



kepada kelompok masyarakat tertentu dengan pertimbangan menyerap aspirasi
masyarakat dan terkadang mengenyampingkan prosedur yang ketat.

Saat ini pelaksanaan belanja hibah telah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Peraturan Gubernur Nomor 142
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD, pelaksanaan anggaran hibah berupa uang didasarkan atas
DPA-PPKD. Selanjutnya permasalahan pelaksanaan belanja hibah sebelum
adanya regulasi di atas dapat digambarkan dalam 2 bentuk, yaitu pertama,
belanja hibah diberikan secara gelondongan, tidak ada rincian pemanfaatan dana,
tanpa penandatanganan perjanjian hibah yang mengikat. Kedua, pemerintah
daerah mengelola belanja hibah dengan nominal cukup besar, kepala daerah
memiliki kewenangan memutuskan hibah sehingga sangat mungkin nominal
hibah selalu meningkat tiap tahunnya. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan
anggaran menimbulkan masalah, sejalan dengan itu menurut analisa BPKP dan
KPK Tahun 2015 bahwa kasus pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD
disebabkan kepala daerah seringkali memutuskan kebijakan (diskresi) dengan
mengenyampingkan tahapan dan akuntabilitas keuangan negara sehingga
pengelolaan anggaran seperti belanja hibah dan bantuan sosial rawan

disalahgunakan.



Tabel 1.1
Data Hibah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Pendapatan Hibah Daerah Belanja Hibah Daerah
Penetapan 2.786.173.000.000] |Penetapan 2.753.054.702.361
Realisasi 2.041.708.478.087] |Realisasi 2.475.188.905.410
% 73,28%| |% 89,91%
total pendapatan 62.300.679.833.068| |belanja operasi 52.545.745.724.373
RPHD terhadap total 3,28%| |RBHD terhadap
pendapatan belanja operasi 4,71%

total belanja 64.099.287.469.013

RBHD terhadap total

belanja 3,86%
Sumber :

Laporan Keuangan Pemerintah Daaerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Audited

Data di atas menunjukan kondisi keuangan hibah (pendapatan dan belanja) di
Provinsi DKI Jakarta (2020) yang dapat merealisasikan pendapatan hibah sebesar
73,28%. Sedangkan belanja hibah 100% bersumber dari APBD DKI Jakarta
secara mandiri, hibah diberikan secara murni dari Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta kepada badan/lembaga/organisasi swasta/organisasi masyarakat di wilayah
DKI Jakarta dengan nominal realisasi belanja hibah sebesar Rp. 2.475.188.905.,
atau 89,91% lebih baik dari tahun sebelumnya di angka 75,27%.

Permasalahan pelaporan dan pertanggungjawaban hibah sebagaimana hasil
pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2020, pp. 55-56) bahwa
ditemukan bahwa pelaporan belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta belum sesuai
ketentuan, didasarkan pada 2 hal: pertama, penerima hibah belum tertib dalam
menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban dan kedua, penerima hibah
belum selesai melaksanakan pembangunan atau kegiatan sampai dengan batas
waktu yang ditetapkan. Terdapat 19 penerima hibah yang tidak tepat waktu dalam

menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 1.2
Data Laporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Tahun 2019

a. |Hibah Kepada Pemerintah Pusat | Rp.
(unsur pada unit TNI AD, AU, AL, Kodam Jaya, Polda, Kemenag, BPS,
BPN DKI dan UNJ)
Penerima Hibah : 19 885.085.171.726
Status menyampaikan laporan
Tepat waktu : 13 620.116.656.949
Terlambat : 4 182.804.583.777
Belum : 2 82.163.931.000
b. [|Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Rp.
(badan/lembaga/organisasi swasta/organisasi masyarakat)
Penerima Hibah g 132 927.907.299.299
Status menyampaikan laporan
Tepat waktu q 119 913.637.537.399
Terlambat 3 5 13.145.329.500
Belum : 8 1.124.432.400
tidak mencarikan 3 6 20.537.468.000
mencairkan+tdk mencairkan : 138 948.444.767.299
Sumber :

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, sejumlah 19 lembaga penerima hibah tidak tepat
waktu menyampaikan laporan berasal dari [1] 6 unit penerima belanja hibah
pemerintah pusat -terdiri dari 4 terlambat menyampaikan laporan dan 2 belum
menyampaikan laporan- dan [2] 13 lembaga penerima belanja hibah kelompok
masyarakat -terdiri dari 5 terlambat menyampaikan laporan dan 8 belum
menyampaikan laporan -.

Ketidaksesuaian dengan ketentuan dan belum tertibnya penerima belanja
hibah dalam menyampaikan laporan bertolakbelakang dengan Pasal 27 (Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, 2018)
bahwa:

1) penerima hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material

atas penggunaan hibah yang diterimanya...

2) penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

hibah... paling lambat satu bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan
selesai atau tanggal 10 Maret pada tahun anggaran berikutnya.



Fenomena di atas menggerakan peneliti untuk menganalisa pengelolaan
belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta dengan mengungkap kesesuaian dari setiap
jenis tahapan yang dilalui dari awal perencanaan sampai dengan menyampaikan
laporan pengelolaan belanja hibah sebagai akuntabilitas penggunaan uang negara

dan berikut digambarkan proses dan tahapan belanja hibah.

Gambar 1.1
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Belanja Hibah

Vs
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\ v \
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Sumber :

Diolah dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa perencanaan belanja hibah
memiliki 4 hal yang menentukan hibah dapat diproses secara adminsitrasi yaitu
adanya usulan, telah dilakukan evaluasi (kelengkapan dan keabsahan dokumen
serta peninjauan lapangan) yang selanjutnya diberikan nominal rekomendasi
belanja hibah ke TAPD serta telah diinput ke dalam sistem.. Jika hibah tercantum

tanpa dokumen di atas, maka perencanaan hibah menjadi bermasalah.



Dalam pelaksanaan pencairan memperhatikan status penerima hibah sudah
tercantum dalam SK penetapan penerima dan telah dianggarkan dalam dokumen
anggaran. Jika hibah dicairkan tidak sesuai dengan SK penetapan dan dokumen
anggaran, maka dipastikan terdapat kekeliruan. Begitu juga dalam pelaporan,
penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah disertai bukti. Jika
tidak dapat dipenuhi dari setiap tahapan di atas maka berpotensi adanya temuan
sehingga pengelolaan belanja hibah tidak optimal.

Fakta atas temuan BPK Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta (2020, p. 58)
berdampak ketidakkesesuaian penggunaan hibah dengan proposal/NPHD/aturan
sehingga belum dapat dilakukan evaluasi dan dapat mengurangi kesempatan
calon penerima hibah lainnya untuk mendapatkan alokasi hibah. Masalah ini
disebabnya perangkat daerah lemah dalam melakukan pengendalian dan belum
optimal melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan dan pertanggungjawaban
belanja hibah ke penerima hibah.

Ketidakaturan pengelolaan hibah mendorong BPK Perwakilan Provinsi DKI
Jakarta (2020, p. 58) untuk menyatakan bahwa:

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 telah mengelola belanja hibah yang
bersumber dari APBD dengan nominal yang cukup besar sehingga satuan kerja

terkait dalam pengelolaan belanja hibah memerlukan kajian monitoring dan
evaluasi secara teratur dan berkala.

Ketidaksesuaian antara temuan di atas dan kebijakan di DKI Jakarta menarik
untuk dilakukan analisis karena faktanya (Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari APBD, 2018) menyebutkan bahwa:



1) Kepala SKPD pemberi rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi

dalam rangka percepatan penyampaian laporan penggunaan hibah...

2) Pertanggung jawaban...disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah

selaku objek pemeriksanaan.

Semua proses dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hibah
harus diikuti dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Pengembangan kajian pengelolaan belanja hibah dapat dilakukan analisis dengan
pendekatan hibah sebagai sebuah kebijakan melalui 4 faktor keberhasilan dalam
mengimplementasikan kebijakan hibah di suatu daerah yaitu, komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur organisasi dalam pengelolaan belanja hibah.

Sebagai gambaran singkat bahwa pembahasan tentang belanja hibah sudah
pernah dilakukan sebelumnya adalah pertama Dadang Suwanda (2014) menulis
buku berjudul Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah
menegaskan bahwa dana hibah bagian dari desentralisasi kekuasaan keuangan
pemerintah dan eksistensinya dibutuhkan masyarakat serta perlu kelengkapan
aturan di tingkat daerah karena nominalnya cenderung meningkat setiap tahun
mengakibatkan risiko yang dihadapi semakin kompleks. Kedua Yusran Lapanada
(2013) dengan judul Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan hibah. Dana hibah
diberikan setelah memenuhi urusan wajib pemerintah daerah dan pemerintah
dapat memberikan kepada masyarakat dengan cermat dan teliti. Dan ketiga
Purnomo Sujudi (2019) berjudul Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari APBD Kota Depok mendeskripsikan pengelolaan hibah dan

bantuan sosial di Kota Depok yang didasarkan pada Peraturan Walikota.



Penelitian dimaksud terbatas pada pembahasan regulasi hibah tanpa disertai
analisis pengelolaan belanja hibah di daerah.
B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan
masalah penelitian ini adalah mengapa pengelolaan belanja hibah di Provinsi DKI
Jakarta belum optimal?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor penyebab belum optimalnya
pengelolaan hibah di Provinsi DKI Jakarta.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian baik dari sisi akademik maupun praktis adalah:
1. Manfaat Akademik
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran serta menambah
wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi baru dalam kebijakan
keuanga negara khususnya pengelolaan belanja hibah.
2. Manfaat Praktis
Memberikan masukan bagi pemerintah sebagai pemikiran baru yang dapat
diterapkan dalam strategi optimalisasi pengelolaan belanja hibah dari sisi

pengusul maupun implementator kebijakan belanja hibah.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa pengelolaan belanja hibah di
Provinsi DKI Jakarta belum optimal dikarenakan beberapa faktor penyebab yaitu:
[1] komunikasi yang tidak jelas, akurat dan konsisten, [2] sumber daya yang
minim, [3] disposisi pelaporan yang lemah serta [4] struktur birokrasi yang
terfragmentasi. Temuan ini mengukuhkan teori implementasi kebijakan publik
Edwards 11l dan menguatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK bahwa
belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta belum sesuai ketentuan Kkarena
penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah belum tertib.

Dengan menggabungkan antara faktor dan tahapan belanja hibah dapat
dideskripsikan bahwa pertama komunikasi pengelolaan belanja hibah terdapat
ketidakjelasan, ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan disebabkan penyampaian
informasi persyaratan dan tahapan belanja hibah menggunakan istilah atau diksi
birokratif yang sebagian masyarakat belum memahaminya, munculnya
miskomunikasi dalam menentukan besaran nominal serta tidak adanya pola
komunikasi hibah yang terstruktur dan masif. Kedua minimnya sumber daya
pengelolaan belanja hibah baik berupa kualitas dan kuantitas SDM, dukungan
anggaran serta fasilitas kerja tim yang tidak cukup dan kurang cakap. Ketiga sikap
dan komitmen menyampaikan laporan masih lemah disebabkan pelaksanaan

monevV yang tidak terukur dan tanpa feedback. Dan keempat ditemukan kesulitan
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koordinasi antar organisasi sehingga fragmentasi ini mengakibatkan kegagalan
komunikasi dan implementasi setiap tahapan belanja hibah.

Keterbatasan dalam penelitian ini bahwa pertama penelitian dibatasi pada
pengelolaan belanja hibah, tidak termasuk pendapatan hibah yang keduanya
merupakan bagian struktur APBD, kedua keterbatasan pada pengelolaan belanja
hibah yang disalurkan ke kelompok masyarakat, karena pada sisi lain belanja
hibah juga diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dan
ketiga penelitian terbatas pada tingkat menggali faktor-faktor mengapa
pengelolaan belanja hibah belum optimal, tidak mencakup analisis seberapa besar
tingkat pengaruh faktor-faktor yg ditemukan.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti menyampaikan saran kongkrit dan
strategis kepada pihak pengelola belanja hibah di Provinsi DKI Jakarta dengan
fokus pada penguatan 4 faktor utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi
dan struktur organisasi.

Pertama dalam komunikasi belanja hibah dilakukan penguatan dengan 2
pendekatan [1] pra tahapan perencanaan berupa sosialisasi bertahap dan terukur
dengan melibatkan lembaga pemerintahan seperti kelurahan dan kecamatan
maupun lembaga keagamaan yang ada di masyarakat seperti MUI, DMI, PGI dan
FKMT sehingga outputnya di masyarakat akan lebih jelas dan memahami
substansi belanja hibah secara komprehsnif dan [2] pasca tahapan perencanaan
berupa peningkatan media konsultasi 2 arah antara pihak pemerintah selaku

pengelola belanja hibah dan kelompok masyarakat selaku pengusul dan penerima
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belanja hibah dengan cara menyederhanakan sistem hibah dengan tampilan
helpdesk untuk berkonsultasi secara virtual. Di samping itu perlu ada dukungan
dari unit lain untuk membantu tim dalam menghitung rekomendasi sehingga
menghindari adanya miskomunikasi. Kedua pada faktor sumber daya, ketua tim
bersama kepala perangkat daerah pemberi rekomendasi meyakinkan TAPD dan
DPRD dalam merealisasikan dukungan sumber daya dalam peningkatan kapasitas
dan kapabilitas pengelolaan belanja hibah. Ketiga pada faktor disposisi,
komitmen tim untuk menyampaikan informasi kewajiban melaporkan secara
adminsitratif sudah dilakukan namun perlu langkah ekstra dengan
memaksimalkan fungsi monev digital memanfaatkan sistem yang sudah ada dan
pendekatan materi yang berbeda di tiap jenis penerima serta dilakukan feedback.
Sebagai bentuk pengawasan, tim melakukan monev secara bertahap per termin
atau berkala selama 1 tahun yang dilakukan tim. Dan terakhir keempat pada
faktor struktur birokrasi dilakukan penyederhanaan pengelolaan belanja hibah di
satu perangkat daerah, sehingga setiap tahapan mudah diawasi oleh ketua tim
maupun aparatur pengawas internal dan eksternal dan dapat terhindar dari
kegagalan komunikasi kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan 3 keterbatasan pada kesimpulan, maka peneliti
menyarankan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya khususnya pada
pembahasan pendapatan hibah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat,
swasta maupun luar negeri, belanja hibah yang diberikan pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya maupun

menganalisis pengaruh terhadap faktor-faktor yang diungkap sebelumnya.
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